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BAB  V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

1.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan judul Partisipasi 

Masyarakat Dalam Menjaga Kebersihan Lingkungan di Desa Raimataus Kecamatan Malaka 

Barat Kabupaten Malaka sebagai berikut : 

1. Partisipasi Vertikal 

Partisipasi vertikal dalam menjaga kebersihan lingkungan belum terlaksana dengan 

baik. Pemerintah Desa secara langsung sudah menyampaikan program kebersihan kepada 

masyarakat, dengan cara mengadakan rapat bersama dengan masyarakat. Dengan adanya 

program dari pemerintah masyarakat bisa mempunyai kesadaran dalam menjaga 

kebersihan lingkungan. Akan tetapi masih juga ada masyarakat yang kurang peduli 

terhadap program yang diberikan sehingga masih ada sebagian masyarakat yang tidak 

terlibat berpartisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan. 

2. Partisipasi Horizontal 

Partisipasi horizontal dalam menjaga kebersihan lingkungan belum berjalan dengan 

baik hal ini dikarenakan belum adanya bentuk partisipasi kerjasama dari seluruh warga 

masyarakat yang terlibat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ternak masyarakat 

seperti sapi, babi dan juga ayam masih berkeliaran dalam kampung tidak diikat 

masyarakat juga membuang sampah tidak pada tempatnya sehingga mengakibatkan 

lingkungan kurang bersih. 
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1.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian di atas mengenai Partisipasi masyarakat dalam menjaga 

kebersihan lingkungan di desa Raimataus terdapat beberapa saran yang akan disampaikan 

sebagai berikut: 

1. Pemerintah Desa 

a. Pemerintah desa perlu terus menerus melakukan kampanye edukasi tentang 

pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Ini bisa dilakukan melalui berbagai 

media seperti pertemuan, brosur, spanduk, dan media sosial untuk memastikan pesan 

disampaikan secara konsisten dan terus menerus. 

b. Pemerintah desa harus memastikan bahwa sarana prasarana yang diperlukan untuk 

menjaga kebersihan lingkungan, seperti tempat sampah dan fasilitas pengolahan 

limbah, tersedia dengan memadai di seluruh wilayah desa. 

c. Pemerintah desa perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan aturan terkait 

kebersihan lingkungan, termasuk hukuman atau sanksi bagi pelanggar. Hal ini 

akan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang ada. 

2. Masyarakat 

a. Masyarakat perlu terlibat secara aktif dalam program kebersihan yang 

diselenggarakan oleh pemerintah desa. Ini bisa dilakukan dengan menghadiri rapat-

rapat terkait kebersihan, serta berpartisipasi dalam kegiatan pembersihan lingkungan 

yang diadakan secara berkala. 

b. Setiap individu di masyarakat perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya 

menjaga kebersihan lingkungan secara mandiri. Ini termasuk cara membuang sampah 

pada tempatnya, mengikat ternak untuk menghindari berkeliaran, dan melakukan 

tindakan-tindakan kecil lainnya yang berkontribusi pada kebersihan lingkungan. 
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c. Masyarakat perlu membangun kerjasama horizontal dengan tetangga dan warga 

lainnya untuk menjaga kebersihan lingkungan secara bersama-sama. Melalui 

kolaborasi dan dukungan antarwarga, upaya menjaga kebersihan lingkungan dapat 

dilakukan dengan lebih efektif. 
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